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ABSTRAK 

 

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DOKUMEN 

PALSU TERHADAP SURAT KEPUTUSAN  

TENAGA HONOR LAPANGAN (THL) 

Oleh: 

M. FAISAL RIZKI 

 Pasal 263 KUHP berisi unsur memalsukan surat dan membuat surat palsu 

dan termasuk dalam tindak pidana formil tetapi bukan tindak pidana materiil 

sehingga perbuatannya membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 

dilarang dan diberi sanksi pidana sehinga berhasil tidaknya si pelaku bukan hal 

mutlak.Tindak Pidana pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah sebagai salah 

satu menyimpang dan bertentangan dengan hukum sehingga modus operandi 

baik. Tindak pidana pemalsuan surat (valschheid in geschrift) merupakan 

kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Permasalahannya: a. 

Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu 

terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL)?. b. Apakah yang 

menjadi faktor penghambat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen 

palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL)?. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan 

yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

1. Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan 

Tenaga Honor Lapangan (THL) adalah menggunakan Pasal 263 kitab Undang-

undang Hukum Pidana sebagai acuan dasar menghukum pelaku pemalsuan Surat 

Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL). Adapun Pasal 263 KUHP adalah berisi 

memalsukan surat dan membuat surat palsu. 2. Faktor penghambat dalam 

penanggulangan Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) palsu ini adalah 

personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab forensik 

laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari Surat Keputusan Tenaga 

Honor Lapangan (THL) yang diduga palsu. 

Saran penulis adalah 1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam 

penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan aparat penegak hukum 

yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam penguasaan teknologi informasi, 

khususnya dibidang tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen. 2. Kepada 

masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan mempelajari Kembali tentang 

penipuan pemalsuan suarat atau dokumen termasuk Surat Keputusan Tenaga 

Honor Lapangan (THL) dan menelaah Kembali dari setiap informasi yang diterima. 



 
 

ABSTRACT 

THE ROLE OF THE POLICE IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL 

ACTS OF FAKE DOCUMENTS AGAINST DECISIONS 

FIELD HONOR PERSONNEL (THL) 

By: 

M. FAISAL RIZKI 

 

Article 263 of the Criminal Code contains elements of falsifying letters and 

making fake letters and is included in a formal crime but not a material crime so 

that the act of making fake letters or falsifying prohibited letters and given criminal 

sanctions so that the success or failure of the perpetrator is not absolute. 263 of 

the Criminal Code is considered as a deviant and contrary to the law so that the 

modus operandi is good. The crime of forgery of letters (valschheid in geschrift) is 

a crime that quite often occurs in society. The problem: a. What is the role of the 

police in solving the crime of forged documents against the Decree of the Field 

Honorary Personnel (THL)? b. What are the inhibiting factors for the police in 

resolving the crime of false documents against the Decree of the Field Honorary 

Personnel (THL)?. 

This study uses an empirical juridical approach. The empirical juridical 

approach is to conduct research in the field. 

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: 

1. The role of the police in investigating the criminal act of falsifying the Field 

Honorary Decree (THL) is to use Article 263 of the Criminal Law Act as a basic 

reference for punishing the perpetrators of falsifying the Field Honorary Decree 

(THL). ). Article 263 of the Criminal Code contains falsifying letters and making 

fake letters. 2. The inhibiting factors in overcoming this fake Field Honorary Decree 

(THL) are personnel shortages of equipment, the absence of comparative 

evidence in laboratory forensic laboratory tests, and not being able to prove the 

authenticity of the alleged fake Field Honorary Personnel Decree (THL). 

The author's suggestions are 1. Improving facilities and infrastructure in law 

enforcement, including increasing the ability of law enforcement officers, namely 

police, prosecutors, judges, and advocates in mastering information technology, 

especially in the field of criminal acts of forging letters or documents. 2. For the 

public to further increase their knowledge of learning about fraudulent falsification 

of votes or documents including the Decree of Field Honorary Personnel (THL) and 

reviewing any information received. 
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